ANALISISSISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD BERDASARKAN UU
NO. 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI

SKRIPS

Oleh
SAIFUL RIZAL
NIM. C94219104

UIN SUNAN AMPEL
S URABAYA

Universitas |slam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2023



PERNYATAAN KEASLIAN




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Saiful Rizal

NIM. : (94219104

Judul : Analisis Sistem Presidential Threshold Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017
Perspektif Imam Al Mawardi

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk
diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 29 Desember 2022
Pembimbing,

NIP. 196803292000032001



PENGESAHAN




J UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
b‘/ PERPUSTAKAAN

J1. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-84 13300
ABAYA E-Mail: perpusi@uinsby.ac.id

,q KEMENTERIAN AGAMA
»

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagar sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, vang bertanda tangan di bawah ini, sava:

Nama : Sarful Rizal
NIM : C4219104

Fakultas/Jurusan  : Syartah Dan Hukum /Hukum Tata Negara

E-mail address : saifurrijalsyadini97(@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengemhuan, menverjui unmk memberitkan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royali Non-Eksklusif atas karya slmiah :

M Sekripsi O Tesis O Desersi L T T )
vang berjudul :

Analisis Sistem Pregdential Thredold Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Perspekof Imam Al
Mawardi

beserta perangkat vang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royuln Non-Ekslusif i
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menvimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanva  dalam  benwk  pangkalan  dam (database), mendistnbusikannya,  dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet ataiu media lain secara furlltext untuk kepentingan
akademis mnpa perlu meminm ijin dari saya selama terap mencanumkan nama saya sebagai
penulis/ pencipta dan atau penerbit vang bersangkutan,

Sava bersedia untuk menanggung secara pribadi, mnpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk mawmtan hukom vang tmbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karva ilmiah saya ini.
Demikian pernyvataan ini vang sava buat dengan sebenarnya.
Surabaya, 17 Januari 2023
Penulis

)
>

( Saiful Rizal )



ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Presidential Threshold
Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Perspektif Imam Al-Mawardi” ini merupakan
studi untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: Bagamana ketentuan sistem
Presidential Threshold berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan
umum? Bagaimana ketentuan sistem Presidential Threshold berdasarkan UU No.
7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum perspektif Imam Al-Mawardi.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah andlisis
kualitatif. Penelitian ini tergolong penelitian normatif yang menggunakan metode
pengumpulan data melalui dokumentasi dan literatur riview. Penelitian ini
menggunakan pendekatan konseptual untuk menemukan titik relevansi antara
sistem Presidential Threshold berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang
pemilihan umum dianalisis dengan pemikiran Al-Mawardi yang berkaitan dengan
mekanisme pengangkatan kepala Negara.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkam, bahwa ketentuan Presidential
Threshold yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017 tetap dianggap sgjalan
dengan UUD NRI Tahun 1945, karena adanya ketentuan Presidential Threshold
merupakan kebijakan hukum terbuka bagi DPR dan Presiden, ketentuan
Presidential Threshold juga sebagai upaya untuk mencari figur kepala Negara
yang berkualitas. Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sulthaniyah
menjelaskan terkait mekanisme pengangkatan kepala Negara, ada dua cara yang
dapat ditempuh yaitu ditunjuk langsung oleh kepala Negara sebelumnya dan
dipilih oleh Ahlu al-Halli Wa al-’Agdi. Untuk menjadi Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi
harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya: Pertama, memiliki ilmu yang
mumpuni. Kedua, memiliki sifat adil. Ketiga, memiliki kemampuan untuk
berpendapat dan hikmah. Jadi titik relevansi antara pemikiran Al-Mawardi yang
berkaitan dengan pengangkatan kepala Negara dengan ketentuan Presidential
Threshold berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 ‘adalah pembatasan untuk dapat
mencalonkan kepala Negara. Ketentuan Presidential Threshold yang tercantum
dadam UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa untuk dapat mencalonkan
Presiden dan Wakil Presiden partai politik atau gabungan partai politik harus
memenuhi syarat perolehan suara minimal 20% dari jumlah kursi DPR dan 25%
dari suara sah nasional sebelumnya, sedangkan dalam konsep yang ditawarkan
Al-Mawardi terkait mekanisme pengangkatan kepala Negara melalui Ahlu al-
Halli Wa al-’Aqgdi, untuk menjadi Ahlu al-Halli Wa al-’4gdi harus memenuhi
syarat sebagaimana disebutkan diatas.

Sesuai dengan kesimpulan diatas, perlu ada penelitian lebih lanjut yang
berkaitan dengan prosedur pemilihan umum yang lebih efektif. Artinya, tanpa
membedakan partai-partai politik peserta pemilu, balk partai baru atau lama
Karena dengan adanya ketentuan pemilu serentak dan pengaturan ambang batas
(presidential thrshold) memaksa partai politik untuk berkoalisi dengan partai lain.
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